SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka menyempurnakan acuan bagi
pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan
tinggi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan
organisasi di lingkungan  Universitas Jenderal
Soedirman, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal

Soedirman;



Mengingat

Menetapkan

—_

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA  UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 406) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53
Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi
dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu

pengetahuan dan teknologi.

2. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 74
(1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan program magister dan program doktor

untuk bidang ilmu multidisiplin.

3. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 128

(1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon Il.a. atau
sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon Ill.a.
atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon
[V.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



4. Ketentuan Pasal 130 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 130

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan

UNSOED dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing
satuan organisasi di lingkungan UNSOED
maupun dengan instansi lain di luar UNSOED
sesuai dengan tugasnya masing-masing;
mengawasi bawahan masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing;
menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya;

bertanggung jawab memimpin dan melakukan
koordinasi dengan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan;

menyusun peta bisnis proses yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi di
lingkungan UNSOED;

menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian
tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di lingkungan UNSOED; dan

menyusun dan mengembangkan kebijakan,
program, serta kegiatan berdasarkan rencana
strategis yang telah  ditetapkan dengan
menerapkan asas pemerintahan yang efektif,

efisien, bersih, dan akuntabel.



5.

Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 134

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

semua tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman, tetap berlaku sampai dengan organisasi dan
tata kerja Universitas Jenderal Soedirman disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman dan Peraturan Menteri ini;

seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Universitas Jenderal
Soedirman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman, tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal
Soedirman dan Peraturan Menteri ini;

penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu)

tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 474

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001



